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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis penyusun, maka 

penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan 

oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sanksi pidana pokok 

dengan ketentuan anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) selama 1 tahun sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) 

huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak di 

bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan 

Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr. adalah Hakim harus 

mempertimbangkan adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi 

dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Sedangkan, 

Secara Non Yuridis, Hakim mempertimbangkan usia anak yang masih di 

bawah umur, mempertimbangkan apakah putusan yang akan dijatuhkan 

bermanfaat bagi anak maupun masyarakat serta mempertimbangkan 

laporan penelitian dari petugas bimbingan kemasyarakatan (BAPAS) yang 

berisi latar belakang kehidupan keluarga, dan keadaan serta tanggapan 

masyarakat terhadap tindak pidana yang telah dilakukan anak. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan ide 

berupa saran sebagai berikut:  

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan 

aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini 

dikategorikan sebagai anak, dalam hal penjatuhan sanksi lebih ke arah 

pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak sehingga ancaman-

ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan 

sanksi bagi anak.  

2. Diharapkan seorang hakim tidak hanya melihat hal-hal apa saja yang 

meringankan bagi terdakwa dan dirasa cukup untuk memberikan keadilan 

bagi terdakwa bukan untuk memberikan efek jera atau pembalasan 

terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelaku kejahatan. Hakim 

harus menentukan manakah yang harus lebih diprioritaskan antara 

kepentingan kepastian hukum ataukah kepentingan keadilan. Dengan kata 

lain, jenis sanksi pidana bila dilihat dari tujuannya lebih mengarah pada 

pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan 

mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. 
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